ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERAURAN
MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 PADA PEMERINAHAN
DESA BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

TUGAS AKHIR

OLEH :

MEI LISSA RAHMAWATI

NIM 18031132

PROGRAM STUDI DIlIl AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021



HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERAURAN
MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 PADA PEMERINAHAN DESA
BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

Oleh mahasiswa :

Nama : Mei Lissa Rahmawati

NIM :18031132

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cerdeena itu pembimbing menyetuji
mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas. akhir

Tegal, 21 Juli 2021

Pembimbing I, Pembimbing 11,

oty
Ida Farida SE.M.Si, Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT

NIPY. 09.011.06 NIPY .02.019.403



LEMBAR PENGESAHAN

Tugas akhir yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERAURAN
MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 PADA PEMERINAHAN DESA
BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

Oleh:
Nama : Mei Lissa Rahmawati
NIM 18031132

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Diploma lli
Dinyatakan lulus setelah didepan Tim Penguji Tuljldsir Program Studi Akuntansi

Politeknik Harapan Bersama Tegal.
Tegal, 21 Juli 2021

1. IdaFarida, SE,M.Si
Pembimbing |
2. Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT
Pembimbing Il
3. ArifiaYasmin, SE, M.Si,Ak, CA
Penguiji |
4. Dewi Sulistyowati, SE, CAAT
Penguiji 1l

Mengetahui
Ketua Program Studi

DIl Akuntansi,

f
MEEMS L
2 - .:g.f‘l."'-" = -I"..-‘i:-f
@ e

Yeni Priatna Sari, SE.M.Si, Ak, CA
NIPY 09.011.062




HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul

“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 PADA PEMERINTAHAN DESA
BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL”, beserta isinya
adalah benar-benar karya saya sendiri. '

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan
cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana
mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya
siap menanggung segala resiko/sanski yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari
ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya, atau adanya klaim
terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 21 juli 2021

Yang membuat pernyataan,

o'

SEPULUH RIBU RUPIAH

\ 50753
Md‘rﬁm%’ah—maﬁ

NIM 18031132



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, saya yang bertandatangan
di bawah ini

Nama : Mei Lissa Rahmawati
NIM 18031132

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi
Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Eksklusif Royalty Free Right) atas
karya ilmiah saya yang berjudul ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 PADA
PEMERINTAHAN DESA BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN
TEGAL. Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan
" Bersama berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, menampilkam/mempublikasikan ke internet atau media lain
untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan

nama saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi
Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran
Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Tegal, 21 juli 2021
Yang memberi pernyataan,
(o
Mei Lissa Rahmawati

NIM 18031132



HALAMAN MOTTO

“Pendidikan Memiliki Akar yang Pabhit, tapi Buahnyamt” ( Aristoteles )

“ Musuh yang Paling Berbahaya di atas adaunia ini ladaPenakut dan Bimbang.
Teman yang Paling Setia, Hanyalah Keberanian dayaKman yang Teguh{Andrew
Jackson)

“Dengan ilmu kita menuju kemuliaarn(’Ki Hajar Dewantara)

“Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adaln ketinggian ilmu seseorang.
Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya@Buya Hamka )

“Allah tidak membebani seseorang itu, melainkaruaedengan kesanggupannya”
( Al-Bagarah 286 )

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslinf’HR. Ibnu Majah no 224)
“Education is not a problem, Education is an oppmity” (Lyndon B. Johnson)

“ A good education is a foundation for a betterud” ( Elizabeth Warent)

Vi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

[]

Sembah dan sujud syukur kepada Allah SWT atas kadan kemudahan yang telah
Engkau berikan serta doa-doa yang sudah Engkaukeaibsehingga tugas akhir ini
dapat terselesaikan dengan baik dan tepat padanyekt

Tugas akhir ini adalah persembahan kecil saya W#@dla orangtua saya. Ketika dunia
menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membukmi@ya untuk saya. Ketika
orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, kaeberdua membuka hati
untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

Kurniasih dan Dessy Yanuar terimakasih sudah mekgdak yang terbaik untukku,
terimakasih telah membantu meriangkan biaya kulisddmpai saya berada dittik ini,
titik dimana kelulusan saya menimba ilmu diperkudia. Kelulusan ini saya juga
persembahkan untuk kalian.

Teruntuk kamu, Wahfi Syahrial terimakasih sudah enesniku selama 5 tahun ini,
terimakasih untuk segala support dan bantuannyaimakasih telah membuatku
bersemangat untuk menjalani hidup ini.

Ibu Ida Farida, SE, M.Si dan Ibu Hikmatul Maulide®,Pd, M.Ak, selaku dosen
pembimbing saya, saya sampaikan terima kasih tellals dan ikhlas meluangkan
waktunya untuk menuntun serta membimbing dengamitp&esabaran hingga saya
dapat menyelsaikan tugas akhir ini dengan baik.

Bapak Moh Syihabudin S.Ag selaku Kepala Desa Bargddapak Abdul Afif selaku
pembimbing lapangan saya ketika Praktik Kerja Lgpandan seluruh jajaran yang
bertugas pada Balai Desa Bandasari yang tidak dagatsebutkan satu persatu, saya
sampaikan rasa terimakasih telah membimbing desgagat baik pada saat Praktik
Kerja Lapangan.

vii



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran All&TSyang telah melimpahkan
rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga peualmat menyelesaikkan penyusunan
Tugas Akhir dengan judul “ Analis Pengelolaan Keyaan Desa Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pada Petaban Desa Bandasari

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”

Shalawat serta salam tak lupa juga kita haturkaradk@ junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zamaalkpgn hingga terang benderang

dengan sejuta ilmu dan manfaat seperti sekarang ini

Tugas akhir ini diajukan dalam rangka memenuhirssddu syarat guna mencapai gelar

Ahli Madya (A. Md) pada Program Studi AkuntansiiBnik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampaag gimiliki, dalam
penyusunan Tugas akhir ini banyak mendapatkan @andan dukungan dari berbagai
pihak. Oleh karna itu, dalam kesempatan ini sagmimenyampaikan terima kasih yang

tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dneleoliteknik Harapan Bersama
Tegal.

2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si Ak, CA, selaku Kat&rogram Studi Akuntansi
Politeknik Harapan Bersama Tegal.

3. lbu Ida Farida, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbipgnlg telah banyak memberikan
banyak bantuan, bimbingan dan petunjuk hinggalessa&annya penyusunan Tugas
Akhir ini.

4. lbu Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT , selaku 8en Pembimbing Il yang telah
banyak memberikan banyak bantuan, bimbingan damjét hingga terselesaikannya
penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Moh Syihabudin S.Ag selaku Kepala Desa Bandgang telah memberikan
izin untuk melakukan penelitian di desa bandasari.

6. Seluruh karyawan dan karyawati kantor balaidesadosari yang sudah memberikan

bantuan dalam melaksanakan penelitian.

viii



7. Teman-teman 3L yang telah memberikan doronganddoasemangat baik itu secara
langsung maupun tidak langsung yang turut membtdangga terselesaikannya Tugas
Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas akhir ini jauh daralsempurna,masih banyak
kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, pemaéimohon maaf atas segala
kekurangan dan kelemahn yang ada. Akhirnya, pesatigat berharap Tugas akhir ini

dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Tegal, 21 Juli 2021

Mei Lissa Rahmawati
NIM 18031132



ABSTRAK

Mei Lissa Rahmawati. 2021Analis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2@atla Pemerintahan Desa
Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegatogram Studi: Diploma Il
Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbinglda Farida, SE, M.Si,
Pembimbing II: Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT.

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan untugammersegala keuangan
desa sebagai pemenuh kebutuhan operasional deggelétaan keuangan yang baik
yaitu yang berpedoman pada peraturan dan perundatagigan yang berlaku. Tujuan
dari peneliti ini adalah untuk mengetahui prosesgp®laan keuangan desa pada
pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturiupabn Tegal dalam
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, PelapgaranPertanggungjawaban
laporan keuangannya berdasarkan PERMENDAGRI Norh8rThahun 2014. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observaaivamcara dan studi
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan geegkeualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa patzip@han Desa Bandasari
sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUB&Sukup baik, tetapi
masih ada beberapa yang menyebabkan ketidakseslzgan pengelolaan keuangan
desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 204dtahg Pengelolaan
Keuangan Desa. Dikarenakan keterlambatan Pelaperagelolaan keuangannya.

Kata Kunci : pengelolaan keuangan desa, pemerintahan de$VIPEDAGRI
Nomor 113 Tahun 2014



ABSTRAK

RAHMAWATI, LISSA MEI 2021.Village Financial Management Analyst Based on
the Minister of Home Affairs Regulation Number 12014 in the Bandasari Village
Government, Dukuhturi District,Tegl Regency. StRdggram: Accounting Degree.
Politeknik Harapan Bersama. Advisor : Ida Faridd,3M.Si, Co-Advisor : Hikmatul
Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT.

Village financial management is an activity to rkege all village finances to
fulfil village operational needs. Good financial nemement is guided by applicable
laws and regulations. The purpose of this study teasletermine the process of
managing village finances in the Bandasari Villagkninistration, Dukuhturi District,
Tegal Regency in Planning, Implementation, Adnmaisin, Reporting, and
Accountability of its financial statements basedRERMENDAGRI Number 113 of
2014. The used data collection were observationgerviews and documentation
studies. The data was analyzed. The results shdwae the village financial
management in the Bandasari Village government bsed the Village Financial
System (SISKEUDES) and was quite good, but there st#l several factors that
caused discrepancies in village financial manageamsased on PERMENDAGRI
Number 113 of 2014 concerning Village Financal Mgement. Due to delays in

financial management reporting.

Keywords : village financial management, village governmeRERMENDAGRI
Number 113 of 2014
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kelangsungan hidup dan perkembangan kepemerinfakéor utama yang
harus diwujudkan bagi setiap Instansi pemerintaBagala aktifitas yang dilakukan
untuk mencapainya harus didukung oleh kondisi neanap yang baik sebagai
pengelola. Selain dibutuhkan untuk mencapai tujaeganisasi, manajemen juga
dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tiyaan, sasaran-sasaran, dan
kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan damkpgihak yang berkepentingan
dalam organisasi. Keterlibatan antar sesama karyaatau pegawai juga sangat
dibutuhkan untuk melancarkan segala prosesnya. n@gdhi diharapkan dapat

menompang Vvisi serta misi dari suatu instansi yarigit.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11Bure2014Y. Desa dan

desa adat atau disebut juga dengan nama lainjgelgsn disebut dengan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yagmgvienang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyasstampat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau rdikitmaal yang diakui dan dihormati
dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik IndonBsisa sebagai suatu gejala
yang bersifat universal terdapat dimana pun didumjgebagai suatu komunitas kecil,
yang terikat pada lokalitas tertentu yang baik gabempat tinggal ( secara menetap)
maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutantptgegantung pada sektor

Perdagangan dan jasa.

Akuntansi Sektor Publik (ASP) terdapat beberapaamettigas dan fungsi, salah

satunya peran dalam pengelolaan keuangan publikkUnewujudkan tata kelola
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pemerintahan yang baik, sebuah instansi pemerimiahhs menjalankan tugasnya
dengan baik, mulai dari tata kelola keuangan puasatah, maupun desa. Akuntansi
pemerintahan memegang prinsip akuntabilitas, temasp dan partisipasi serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dgtemgelolaan keuangan publik.
Bukan hanya sebagai bentuk dari pemerintaha pusatin juga daerah seperti desa.

Pemerintah dea sebagai mitra antara masyarakaa gemgerintaan diatasnya.

Pengendalian keuangan harus dilakukan oleh masasggn instansi
pemerintahan terkait, tata kelola yang baik dimulaii pejabat secara struktual
dengan anggota yang kompeten hingga masalah pé&aeleuangan dari berbagai
sumber. salah satu aspek yang angat penting unpgchdtikan yaitu masalah
tentang pengelolaan keuangan daerah atau yang digdtehal dengan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pelaksanaan pméagel keuangan harus
dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku agar tiqgajpainya Pemerintahan
yang baik. Sehingga laporan keuangannya dapat taiggungjawabkan dari
berbagai aspek dan berbagai belah pihak. Sepétiehdesa, desa sebagai pelaksana
otonomi daerah harus dapat menjalankan tugas daysiftya dengan baik sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapaptmalam asas-asas pengelolaan
keuangan desa sebagaimana yang telah dijelaskam dRdraturan Menteri Dalam
Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 Pasalyatal'! . Selain
akuntabilitas, transparasi dan partisipatif setakdkan dengan tertib dan disiplin
anggaran desa juga berpedoman dalam perencandaksgm@an, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban dalam setiapalapgas baik dalam laporan

keuangan maupun yang lainnya.



1.2

Kurangnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam memalmangelolaan
keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasarim#éteca Dukuhturi
Kabupaten Tegal salah satu faktor yang menghanrbaeg perencanaan hingga
pertanggungjawaban tidak dapat terlaksana dengdn 8Sahingga diperlukan
pelatihan serta kualitas yang memadai untuk dapatjatankan proses tersebut
hingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban lyaikg Selain pelatihan dan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadaé&rtiikan juga disiplin ilmu
dan disiplin anggaran untuk dapat bersinegri demgasyrakat serta pemerintahan
yang lainnya agar pengelolaan keuangan desa paderiRftahan Desa Bandasari
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sesuai dengaatl?an Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penelitiati& untuk melakukan
penelitian dengan judul: “ Analisis Pengelolaan &w®gan Desa Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun Z2dda Pemerintahan Desa

Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”.

Perumusan M asalah

Berdasarkan uraian latar belakang pernyataan dizda rumusan masalah ini
adalah, apakah proses pengelolaan keuangan desa pegderintahan Desa
Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sadahai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaarnalaisaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban laporan Keuangannya?



1.3. Tujuan Pendlitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pktgen keuangan desa
pada pemerintahan Desa dalam Perencanaan, PelaksaRanatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban laporan Keuangdmergasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4. Manfaat Pendlitian

Manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai proses pembelajaran yampend&an tambahan ilmu
pengetahuan serta meyelaraskan ilmu yang didafmahaeoerkuliahan dengan
kenyataan di lapangan sehingga mengetahui proseglpéan keuangan di desa
Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sekda Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004

2. Bagi Desa Bandasari
Dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan¢i@n Desa Bandasari agar
sesuai dengan berdasarkan Peraturan Menteri DatgarNNomor 113 Tahun

2014

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama
Dapat digunakan sebagai media belajar untuk mabhasikengan study kasus

dalam akuntansi pemerintahan dimana desa sebdghksaea Otonomi daerah



1.5 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunatitia@ ini yaitu :

1. Penelitian ini dibatasi pada proses perencanatakganaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan padariRein@n Desa
Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini tentangokan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Perhariribesa Bandasari

tahun 2020

1.6 Kerangka Ber pikir

Dalam pengelolaan keuangan desa yang berasaskataladd,) transparasi,
partisipatif , serta tertib dan disiplin anggaramlath perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, palporan dan pertgpmgaban laporan
keuangannya. Inilah yang nanti akan digunakan selshgsar merumuskan

strategi yang tepat dalam upaya memecahkan magatghada.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakydearyederhanaan

menggunakan kerangka berfikir penelitian sebagéube



Permasalahan :
Kurangnya Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam
Memahami Pengelolaan
keuangan Desa
merupakan Faktor yang
menghambat proses
perencanaan,pelaksanaa
penatausahaan,pelaporar
dan pertanggungjawaban
tidak dapat terlaksana
dengan Baik.

Strategi Pemecahan
Masalah :

Mewujudkan
pemerintahan yang baik
berdasarkan
PERMENDAGRI No 113
Tahun 2014 Berdasarkan
5 pedoman dan 4 asas
dalam Pengelolaan
keuangan Desa.

Rumusan Masalah :

Apakah proses
pengelolaan keuangar
desa pada
pemerintahan desa
Bandasari kecamatan
Dukuhturi
kabupatenTegal sudal
sesuai

—J

Dengan
PERMENDAGRI
nomor 113 tahun
2014?

Analisis Data :

Deskriptif kualitatif
dengan metode
komporatif

Umpan balik

Gambar 1.6 Kerangka Berfikir

Kesimpulan :

Pengelolaan keuangan
desa bandasari yang
meliputi Perencanaan,
Pelaksanaan,
Penatausahaaan,
Pelaporan dan
Pertnggungjawaban
laporan keuangannya
sudah sesuai dengan
aturan
PERMENDGARI No
113 Tahun 2014




1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini , dibuat sistenzapkenulisan agar mudah
untuk dipahami dan memberikan gambaran secara urkepada pembaca
mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisaragugkhir ni adalah sebagai

berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisis halaman judul, halaman pensaty halaman
pengesahan, halaman Pernyataan keasliaan Tugaq AKh), halaman pernyataan
persetujuan publikasi karya ilmiah Untuk kepentmgakademis, halaman
persembahan, halaman motto, kata pengantar, ifibstrak, daftarisi, daftar
tabel,dan lampiran. Bagian awal ini berguna untukminerikan kemudahan

pembaca dalam mencari bagian-bagian penting seeped.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, peramoeasalah,
tujuan penelitian, Manfaat penelitian, batasan iahsa

kerangka berfikir dan sistematika penulisan.



BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang pengertian Akuntansi
pemerintahan, Tata Kelola KeuanganDesa serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (pgahdan alamat
penelitian) ,waktu Penelitian, metode pengumpuka,denis dan

sumber data penelitian , dan Metode analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, sep&jasah singkat
instansi, profil instansi, struktur organisasi, asg dan
wewenangbb description, laporan hasil penelitian dan

pembahasan hasil penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari intiilhpsnelitian,
serta saran dari peneliti yang diharapkan dapaguber bagi
Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturupébn

Tegal.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, litel@atyang berkaitan dengan
penelitian lampiran berisi data yang mendukung |iteare tugas akhir secara

lengkap.

3. Bagian Akhir LAMPIRAN
Lampiran berisi tentang informasi tambahan yangdukang kelengkapan
laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Mefadsan Penelitian dari

Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikaginie serta data-data lain

yang diperlukan.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Akuntansi

American Accounting Associatiodalam Mamuaya, dkk (201[%,

memberikan pengertian akuntansi sebagai proses idesrifjkasi, mengukur,
dan melaporkan informasi ekonomi guna terjadinyalg@n dan keputusan yang

jelas dan tegas bagi yang memanfaatkan informesshat.

Sedangkan , Menurut Rudianto (deb), mendefiniskan akuntanasi

adalah sistem informasi yang menghasilkan inforrkasiangan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekondam kondisi suatu
perusahaan. Dalam akuntanasi, terdapat berbaganmbiclang tersendiri yang
meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, peasghk, dan pelaporan atas
suatu kejadian atau transaksi keuangan dalam peraisgang kemudian menjadi

dasar pengembalian keputusan bagi pihak-pihak lyarigepntingan.

Dari pengertian akuntansi tersebut, dapat disinrgrulkahwa kegiatan

akuntansi meliputi :

a. PencatatanRecording)
Pencatatan merupakan kegiatan untuk mengadakaatptarc atas transaksi
keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokuloodtti {ransaksi), buku
harian (jurnal) yang tersedia pada perusahaan deegat dan berurutan.
Contoh : Transaksi pembelian secara tunai dicaaddtam bukti transaksi

(nota kontan).
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b. PenggolongakClassifying)
Penggolongan merupakan kegiatan menggolongkarmaksinseuangan yang
terjadi dalam suatu perusahaan ke dalam perkiralamn fesar.
Contoh: Transaksi pembelian secara tunai dicatdaikem jurnal pengeluaran
kas. Kemudian digolongkan ke perkiraan buku beaar k

c. PeringkasarfiSumarizing)
Peringkasan merupakan kegiatan meringkas trankakaingan yang sudah
digolongkan dan dicatat ke perkiraan buku besaebert ke dalam neraca
saldo.

d. Pelaporar{Presenting)
Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporaangan. Laporan
keuangan terdiri dari laporan laba / rugi, lapgpanubahan modadkuitag

atau laporan laba yang ditahan (PT) dan neraca.

2.2 Definist Akuntans Sektor Publik

Menurut Amirullah, dkk. (201@‘3] , menjelaskan bahwa akuntansi sektor

publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangkgederan informasi
kuantitatif terutama yang bersifat keuangan datitan pemerintah guna
pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari piilaék yang

berkepentingan atas berbagai alternatif arah temlak

Menurut Mardiasmo (200@, menjelaskan bahwa kegiatan akuntansi sektor

publik atau nama lain dari akuntansi pemerintaltaiedn praktik akuntani yang

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perasamalik
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negara/daerah, dan berbagai organisasi publik yaingibandingkan
dengan pada masa-masa sebelumnya. Akuntansi pekids atau juga yang
lebih dikenal sebagai
akuntansi pemerintahan juga berperan penting dalemghasilkan laporan
keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yamkudl#gas adalah
laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pangku serta

terwujudnya berbagai macam asas dalam proses hosjggorannya.

2.3 Definisi Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Ndndahun 2014

BAB 1 Pasal EP], menjelaskan bahwa Desa adalah Desa dan desatadat

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya diseébsd, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yaegwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kegantimasyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hakusshl dan/atau hak
tradisional yang dikaui dan dihormati dalam sisteemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut KaBesar Bahasa

Indonesi&’] , desa adalah sekelompok rumah diluar kota yangpa&an

kesatuan, kampung diluar kota, dusun.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwaa dagalah
sekelompok masyarakat yang memiliki batas wilayah tempat tinggal
untuk menjelaskan segala urusan masing-masing seknmtuk menjalnkan
kepemerintahannya sesuai dengan jabatan masinggnasrsama semi
kemajuan dan kemaslahatan seluruh lapisan masygekgmendiami suatu

lingkungan tersebut.
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2.4 Definis Keuangan Desa

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BARasal 1,

menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hdtedajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sebaaipa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kawdg@sa.

Dapat disimpulkan bahwa keuangan desa dalah segldan kewajiban
untuk penyelenggaran pemerintahan desa yang dapkti dengan uang,
yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaanpbgemhubungan dengan
hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa padaya berasal dari
Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintaihasil BUMDes yang
semuanya sudah tercantum dalam Anggaran PendapataBelanja Desa

(APBDes).

2.5 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 BAB 1aPaE!

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan abgamgelolaan
keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yangutnetierencanaan,
pelakanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pen@j@gaban keuangan
desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa diludeih jajaran

pelaksana yang terdiri dari keseluruhan PerangkaaDseperti yang tentang
dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 BAB 111 Peﬂégl, bahwa
Tim Pengelolaan Keuangan Desa merupakan :

1) Kepala Desa,

2) Sekretaris Desa,
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3) Bendahara Desa,

4) Kepala Seksi
Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa juga penoperhatikan
peraturan yang berlaku serta norma dan asasnya.dagat terwujudnya
pemerintahan yang baik dan diharpkan dapat menareldporan keuangan
yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai kpiligerdasrkan
pengertian diatas, dapat digambarkan siklus pelaggiokeuangan desa

sebagai berikut :

1. PERENCANAAN

7 Y

2. PELAKSANAAN

3. PERTANGGUNGJAWABAN

1 ¥

_ 4. PENATAUSAHAAN
5. PELAPORAN ‘ N :l

Gambar 2.5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

2.5.1 Pengertian Perencanaan Keuangan Desa
Menurut Haryanto dalam Walukow, dkk. (20@’,) istilah perencanaan

pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, suaksdn terdengar
dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi , pemsan diartikan

berbeda-beda dalam berbali@rature yang berbeda.

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatémk u

memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurktuwertentu dimasa
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yang akan dating, Perencanaan keuangan desa dilaksktelah
terusannya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasak amenyusun
APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan kanatigsa. Dengan
demikian dapat digambarkan bahwa perencanaan kauashesa sebagai

berikut :

RPJMDes & RKPDes - APBDes

Gambar 2.5.1 Perencanaan Keuangan Desa

2.5.2 Pengertian Pelaksanaan K euangan Desa

Menurut Amalia dan Nadirsyah (2019/7]) menjelaskan bahwa

pelaksanaan keuangan desa dimulai dari penerinzagoedgeluaran desa yang
diaksanakan melalui rekening kas desa serta halersgklapi dengan bukti

pendukung yang sah seperti faktur, kwitansi, famhg, dan lain-lain.

Menurut Linda Widowati dan Slamet Santoso (Z@fpé,) Pemerintah

desa melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dasa dibidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuandemgana yang
telah ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa. Dedgarkian dapat

digambarkan sebagai berikut:

APBDes ‘ APBDes ‘ APBDes

Gambar 2.5.2 Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa
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2.5.3 Pengertian Penatausahaan K euangan Desa

Menurut Mamuaya (201%, Penatausahaan keuangan desa ialah

kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka nakemuasas
pengelolaan keuangan desa yaitu asas transpararas#an akuntabel.
Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan ripg@ dan
pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendu&eperti buku kas

umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa.

Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalamraristenteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeid®uangan Desa

Pasal 35 dan 8. Yaitu sebagai berikut ini

a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiapripgan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap aklan secara tertib.

c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uafgumiaporan
pertanggungjawaban

d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap tképada kepala

desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.5.4 Pengertian Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajibanpeleterintah desa
kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap tediardalam proses
pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelapanasiah dilaksanakan

secara tepat waktu dan bersifat akurat dan beaporan yang disampaikan



yaitu laporan realisasi pelaksanasiPBDes. Pelaporan Keuangan Desa
yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negemblol13 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dakah3#l, yaitu :

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksaAPBDes

kepada Bupati/Walikota , Berupa :

a. Laporan Semester Pertama
Laporan semester pertama berupa laporan realiskdiganaan APBDes.
Laporan pelaksanaan realisasi semester pertanmg patnbat disampaikan
pada akhir bulan juli tahun berjalan.

b. Laporan Semester Akhir Tahun
Laporan semester akhir tahun berupa laporan realipalaksanaan
APBDes, sama seperti dengan laporan semester gertamporan semester
akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes palingpddmisampaikan pada

akhir bulan januari tahun berikutnya.

2.5.5 Pengertian Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatap &hir dalam
tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahapomelaKegiatan
pertanggungjawaban  berupa kegiatan = menyampaikan oralap
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDegdjalporkan oleh
Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu : BWsltkota. Serta
laporan realisasi dan laporan secara tertulis malgwat media informasi

yang mudah diakses masyarakat.



1)

2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No0.113 Tahun @dlquga

menjelaskan keseluruhan tata kelola keuangan yaaik) dgar dapat
mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transpalam,partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Anggadalam pengelolaan

keuangan public dapat diuraikan sebagai berikut.

Transaparan yaitu prinsip keterbukaan yang memukghki masyarakat
untuk mengetahui dan dapat mengakses seluruh iagdtentang keuangan
desa.

Akuntabel yaitu segala kewajiban yang harus dajpatrhnggungjawabkan
atas pengelolaan dan pengendalian sumber dayastaksanaan kebijakan
yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuangaelpgemerintahan

yang baik.

Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengarengikutsertakan

masyarakat dalam segala aspek. Seperti halnya gelagelolaan keuangan
desa melalui perwakilannya.

Tertib dan Disiplin anggaran vyaitu anggaran haruaskdkan secara

konsisten dengan pencatatan atas segala pengganadisgsuaikan

berdasarkan prinspi akuntansi pemerintahan yarigkoer

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2@d@tang
Pengelolaan Keuangan Desa Pasal[1]38 telah mengatur tahap

pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagiiberi

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawatesiisasi
pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota sekhp tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanad@DA® terdiri dari

pendapatan , belanja, dan pembiayaan.
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3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana&DAa® ditetapkan
dengan peraturan desa.
4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawabealisasi
pelaksanaan APBDes, dilampiri :
a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelakea APBDes
Tahun Anggaran berkenaan.
b) Format Laporan Kekayaaan Milik Desa per 31 Deserfibkun Anggaran
berkenaan.
c) Format Laporan Program Pemerintahan dan PemeriDtdrah yang
masuk ke desa.
Pada pasal 40, laporan pertanggungjawaban regislakisanaan APBDes
harus diinformasikan kepada masyarakat secardisestan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Datharyang dimaksud
antara lain : papan pengumuman, radio komunitas,ntiedia informasi

lainnya.
2.6 Definist APBDes

APBDes kepanjangan dari Anggaran Pendapatan daamjBel
Desa adalah rencana tahunan desa dalam bentuk aymkag
mencerminkan berbagai kegiatan pemerintaha dakgaglaan pembang
unan desa. Sebagaimana yang tercantum dalam PERKGRND

Nomor 113 tahun 2014 BAB IV Pasa[llb mengatur bahwa APBDes

merupakan rencana keuangn tahapan pemerintahan ydega terdiri

dari:
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2.6.1 Pengertian Pendapatan Desa

1)

2)

3)

4)

Pendapatan Desa sebagaimana tercantum dalam PERMERID
Nomor 113 Tahun 2014 BAB IV Pasal[lb menjelaskan bahwa

pendapatan desa meliputi semua penerimaan uanguimelening desa
yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggarantigak perlu
dibayar kembali oleh desa. Dan menjelaskan bahwalgpatan desa

terdiri atas :

Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud dalam

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasHf Sterdiri atas jenis :

Hasil Usaha, terdiri dari BUMDES atau Badan usalii ulesa dan tanah
kas desa

Hasil aser, terdiri dari tambahan perahu, pasaa,desnpat pemandian
umum, dan jaringan irigasi.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah megupa dengan

kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta maksaberupa tenaga,
atau barang yang dinilai dengan uang .

Lain-lain pendapatan asli desa, terdiri atas lesungutan desa lainnya.

2.6.2 Definisi Klarifikas Dana Transfer

Kelompok transfer sebagimana dimaksud dalam

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB IV PasaHOterdiri

atas jenis :
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1) DD atau Dana Desa sebagaimana tercantum dalam PERWGERI
Nomor 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1, adalah dang lyarsumber dari
APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfetalme APBD
Kabupaten/Kota dandigunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemeritahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaaasyammkatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

2) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten / Kotardaibusi daerah.

3) ADD atau Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantutamda

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB | Pas{gﬂ,ladalah dana

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD

Kabupaten/Kota Setlah dikurangi Dana Alokasi KhuyfAK).
4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

2.6.3 Definisi Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam PERMENDGARoOr

113 Tahun 2014 BAB IV Pasal []1:&, menjelaskan bahwa belanja desa

meliputi semua pengeluaran dari rekening desa geergpakan kewajiban
desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akaroibgpembayarannya

kembali oleh desa.

Berdasarkan Klarifikasi kelompoknya, belanja debagi menjadi 5,

diantaranya:

a. Penyelenggaraan pemerintah Desa, yaitu pengelugeuangan yang
dilakukan oleh desa untuk melaksanakan kegiatarrasip@al desa.

Contohnya kegiatan pembayaran penghasilan tetapudpmgan, serta
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kegiatan operasional kantor, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pembangunan desa, yaitu pengeldaaangan yang
dilakukan oleh desa untuk melaksanakan segala jermgram dalam
pembangunan desa.

Contohnya : kegiatan pembangunan jembatan lingkuraegbat beton,
pavingisasi, pengaspalan, dan lain sebbagainya.

Pembinaan kemasyarakatan desa, yaitu pengeluegaangan yang
dilakukan oleh desa untuk melaksanakan program @b masyarakat
desa. Contohnya : kegiatan penyelenggaraan keanmdayarketertiban
lingkungan, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat desa, yaitu pengelukeaangan yang
dilakukan oleh desa untuk melaksanakan program eetapaan
masyarakat desa.

Contohnya : kegiatan pelatihan kelompok tani, dedat menjahit, pelatihan
tata rias, pelatihan montir sepeda motor, dandaebagainnya.

Belanja tak terduga, yaitu pengeluaran keuangag gldakukan oleh desa

selain kelompok belanja diatas.

Definis Pembiayaan Desa

Sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 1diui 2014
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BAB IV Pasal 1@1], menjelaskan bahwa pembiayaan desa meliputi semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau gdeagan yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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Berdasarkan klarifikasi kelompoknya, pembiayaaradkisagi menjadi

2, diantaranya :

a. Penerimaan pembayaran, yaitu segala jenis peminiagxgaey diterima oleh
desa, Seperti halnya SiLPA tahun sebelumnya. Pemcdana cadangan,
dan hasil penjualan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan, yaitu segala jenis pendnayang dikeluarkan
oleh desa, Seperti halnya : pembentukan dana cadadgn penyertaan

modal desa.

2.7 .Pendlitian Terdahulu
Pada penelitian ini mengacu pada sistematik perutislam beberapa
jurnal penelitian terdahulu untuk membuat hasibfap penelitian, berikut

beberapa jurnal penelitian terdahulu :
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NO JUDUL VARIABEL METODE HASIL
PENELITIAN
1. | Analisis Perencanad Analisis Penelitial Adanye ketide

Pengelolaan Keuandan Perencanaan  deskriptif ks@sual
Desa  Sesuai Dendgan Pengelolaan perencanaan
Peraturan Menteri Dalam Keuangan pengelolaan
Negeri Nomor 113 Tahup Desa ( X) keuangari  des
2014 Di Desa Kauneran 1| Permendagyi kauneran denga
Kecamatan Sondedomorll3 perencanaan
Kabupaten Minahaga, Tahun 2014 pengelolaan
Jurnal Riset Going Concefn(Y) keuangan dess

12 (2), 2017, 266-275.
(Walukow, Mewwi I., dkk )
(2017)

ketidaksesuaianini
terjadi di tahap akhir

yaitu tahap evaluasi.

152

-

Dimana rancang

n

Anggaran Pendapat@n

dan Belanjs Des
yang harusny|
dievaluasi paling

lama 20 ( dua puluh

hari kerja sejal

7
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diterimanya

=

rancangan peratura

=

desa tersebut ole
bupati/walikota dan
harus ditindaklanjuti
oleh kepala desa atau
biasa disebut dengan
hukum Tua Desa
Kauneran I, tapi itu
tidak sama sekal
dilakukan, hal ini
terjadi  dikarenakan
pengetahuan  dan
bimbingan langsung
tentang Permendagr
nomor 113 Tahun
2014 i Desa

Kauneran I.
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Analisis Pengelolag Pengelolaa Penelitial Penyebab pemerint
Keuangan Dega Keuangan kualitatif Desa Adowidak
Berdasarkan  Permendagri Desa ( X) dengan menggnna
No0.113 Tahun 2014 ( Studi Permendagri  melakukanq ermBndagri No 113
Kasus Di Desa Adow Nomor 113 studi kasus. Tahun 2014 sebagqi
Kecamatan Pinolosial Tahun 2014 acuan dalanp
Tengan Kabupaten BolaangY) mengelola keuangan
Mongondow Selatan ) desa vyaitu  kurang
( Jeacklin Valenig pahamnya SDM yang
Mamuaya meliputi  pemerintgh
Harijanto Sabijone desa dan masyarakat
Hendrik Gamaliel 2017) mengenai peraturan-
peraturan yang ada,
sehingga
menyebabkan
mekanisme
pengelolaan
keuangandi  Desa
adow tidak berjalan
sebagaimana
mestinya.
Pengelolaa penelitiar Pelaksanac
Analisis Pengelolaan Keuangan deskriptif. keuangan secara
Keuangan Desa Desa ( X) keseluruhan di Desa
Berdasarkan Permendgar Permendagri Brumbungan Kidul
No 113 Tahun 2014 (Stud Nomor 113 sudah baik. Namun,
Kasus Pada Desa Tahun 2014 pada tahap
Brumbungan Kidul Y) perencanaan dan

Kecamatan Maron

Kabupaten Probolinggo)

pertanggungjawaban

Terjadi
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(JURNAL FAKULTAS)
(Amirullah, M.
Adam) (2016)

ketidaksesuaia
Terjadi keterlamatan
dalam penyusunan
Peraturan Desa dan
pengelolaan
keuangan desa tidak
diinformasikan
kepada seluruh
Masyarakat Desa
Brumbungan Kidul.
Kurangnya
pengetahuan dari
pemerintah desa
menjadi faktor
penghambat dalam
pengelolaan

keuangan desa

Akuntabilitas
Dana Desa Di Desa Srida
Kecamatan
Kabupaten Rembang Tah
2016 ( Linda Widowati, R.

Slamet Santoso )

Pengelolag Akuntabilitas

Penelitial

i Pengelolaan

Rembang Dana  Desa

1(X) Di Desa
Sridadi
Kecamatan

Rembang

Kabupaten

Rembang ( Y)

Kualitatif

Pengelolaa Dané
esd Tahun 20164

oleh pemerintah Desp

Sridadi kuramg
akuntabel. Hal

tersebut karena

kedisiplinan kineer

prosedur,

pelaksanaan tu
wewenang,
tanggungjawab dan
perilaku normal
pelaporan se

pertanggungjawabar

jas,

ta
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kepada bupati d

masyarakat dalam
pengelolaan Dana
Desa belum dap
dilakukan secarp
akuntabel oleh kepala
desadan perangkat
Desa Sridadi

Penerape Peratural Penerape Penelitial Pelaksanase

Menteri Keuangan Dalanm Peraturan deskriptif keuangan  seluruh

Negeri Nomor 113 Tahup Menteri desdi

2014 Tentang Pengelola;
Keuangan Desa ( Studi P4
Desa Di
Tapaktua Kabupaten Acq

Kecamati

Selatan, Jurnal IImial

Mahasiswa Ekonor
Akuntansi ( JIMEKA ) Vol.
2 No. 3, (2017), Halaman
121-132 ( Ridha Amalia

Nadirsyah). (2017)

hDalam Negeri
\.ddomor 113
an Tahun 2014
h( X)

1 Pengelolaan
ni Keuangan
Desa ( Y)

KecamatT
Tapaktuah suda

sesuai dengan yang
tertuang dalam
Permendagri No.113
Tahun 2014 dimarja
penerimaan dan
pengeluaran
dilakukan melalu
rekening kas desa [dan
seluruh pemerintahan

desadi Kecamatah
Tapaktuah tidak
pernah  melakukan

pungutan lain sebaghpi
penerimaan dgsa

kepada masyarakat.

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu



BAB |11

METODE PENELITIAN

3.1 Lokas Penditian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Balaidesa Baad yang beralamat

dijalan Cokroyudan, Bandasari, Kec. Dukuhturi, Tegdawa Tengan 52192.

3.2 Waktu Pendlitian

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan , terhieng tanggal 20 Februari

sampai dengan 20 April 2021.
3.3 JenisData dan Sumber data

3.3.1 Jenisdata

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adaladgsi berikut :

1. DataKualitatif
Data Kualitatif menurut Suliyanto (2005:1@4])] yaitu data dalam

bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Datebimsanya
menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualiy@ng digunakan
dalam penelitian ini seperti sejarah Balaidesa Bsad, struktur
organisasi balaidesa, data dokumentasi dari hasiamcara,

observasi, studi pustaka dan dokumentasi.
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2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:1@%; yaitu data yang

dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hamii d
perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yamgurthkan
dalam penelitian ini seperti perhitungan pengelolkeiangan pada

Balidesa Bandasatri.

3.3.2 Sumber Data

30

Sumber data yang digunakan dalam penelitian inaadsebagai berikut :

1. DataPrimer
Data Primer menurut Suliyanto (2005:1384) adalah data yang
dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari enpertama. Data
primer yang digunakan dalam penelitian ini sepggwancara dan
observasi langsung kepada bagian Bendahara untallpeiagelolaan

keuangan dan penerapannya pada Balaidesa Bandasari.

2. Data Sekunder
Data Sekunder menurut Suliyanto ( 2005:#3Phdalah data yang
diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yangabykengolahnya,
Data sekunder yang digunakan dalam penelitiarepei catatan atau
dokumentasi Balaidesa, Peraturan tentang tata akdieluangan

dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem kmumabesa).



31

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yaeduian dalam
penelitian ini, maka metode penelitian yang digamagenulis ialah
sebagai berikut :
1. Observas

Observasi menurut Sugiyono (2012:1#5yaitu teknik pengumpulan
data yang berkaitan dengan perilaku manusia, prksgs, gejala-
gejala alam dan bila responden yang diamati tidalalti besar.
Observasi dalam penelitian ini dilakukan secaragdang pada

instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitangaae

penyusunan tugas akhir.

2. Wawancara
Wawancara menurut Suliyanto  (2005:18) yaitu teknik
pengambilan data dimana peneliti langsung berdiattemngan
responden untuk menggali informasi dari responDatam penelitian
ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsdeggan pihak
yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas ahihi

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi menurut Sugiyono (2012:#81merupakan

catatan tertulis mengenal berbagai kegiatan atastipea pvda waktu
lalu. Semua dokumen vyang berhubungan dengan panelit
merupakan sumber informasi yang sangat pentingrdalalakukan

penelitian. Hal ini dapat menunjang dalam penyusunaas Akhir.
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3.5Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang midgan adalah
deskriptif kualitatif dengan teknik analisis dateamggunakan Metode
Komparatif Yaitu Membandingkan Proses Pengelolaauaigan
Desa pada Pemerintahan Desa Bandasari KecamataohtDuk
kabupaten tegal dengan berpedoman pada PeratunaierMeéalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam proses pengelojaa

Teknik analisis data dengan menggunakan metoderipisk
komporatif digunakan untuk mengidentifikasi penyebadak
sesuainya pengelolaan keuangan desa dalam Perancana
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pengag@ban
laporan keuangan pada pemerintahana desa Bandasaaimatan
Dukuhturi Kabupaten Tegal terhadap PERMENDAGRI N@S 1

TAHUN 2014.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Tahap Perencanaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan
Dukuhturi Kabupaten Tegal
Tahap Perencanaan Keuangan Dea merupakan tahamaert

dalam proses pengelolaan keuangan desa, dimanat&ekrdesa
menyusun peraturan desa untuk mengatur APBDes. Pada
pemerintahan desa Bandasari, tahap pembuatan gamcaeraturan
desa dimulai dengan pengumpulan segala gagasaiapligggkungan
RT maupun RW. Tingkat partisipasi masyarakat dalproses
perencanaan keuangan desa cukup tinggi. Dimanandailssyawarah
yang diadakan oleh desa yaitu berupa musyawarahdddésm rangka
penyusunan RKPDes, dan penyamapain RAPBDes. sasaphini
partisipasi masyarakat sangat baik. Dengan demik@asyarakat
lebih berperan aktif dalam proses pembentukan kgaramlesa dan
segala program yang dicadangkan oleh desa seqwgarm&ebutuhan
desa berdasarkan usul dari masyarakat dengan babghkn

pertimbangan.

Pada perencanaan keuangan desa Bandasari terjadi
ketidaksesuian berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 118im&2014

pasal 20 ayat 4 yang mengatur bahwa Raperdes ¢eARBDes
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Disepakati bersama paling lambat bulan oktoberrtdierjalan.Pada
desa Bandasari, terjadi keterlambatan dalam ptes¢asng APBDes
yang dapat dilakukan bulan November tahun berjdlakarenakan
ada keterlambatan penyampaian Bupati/Camat yangaRkdratkan

Raperdes baru disepakati bulan desember.

4.1..2 Tahap Pelaksanaan K euangan Desa Bandasari K ecamatan

Dukuhturi Kabupaten Tegal

34

Tahap pelaksanaan keuangan desa merupakan talem dal

pengelolaan keuangan desa. Didalamnya terdapatadpeberinsip
umum yang harus dilaksanakan oleh desa yang memeaaerimaan
dan pengeluaran desa. Prinsip itu diantarannya #&@akeluruh

penerimaan dan pengeluaran desa harus melaluiingkkas desa.
Pemerintahan Desa Bandasari, dalam pelaksanaangahaga bisa
menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertantuk

memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desas&atjumlah
uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetagdagan peraturan
Bupati/walikota. Semua penerimaan dan pengeluagsa didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah, serta ditandatamgeh kepala desa

dan bendahara desa.

Dari hasil analisis pada tahap pelaksanaan di Besaasari
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, menunjukan nyala
ketidaksesuian pada tahap pelaksanaan PERMENDGRIoNG@13
Tahun 2014 pasal 26 ayat 3, telah mengatur bahnggpe@aan biaya

tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rancadgegaran
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Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Kepala DesarAtetapi, pada
desa Bandasari tidak menganggarkan untuk penggudama tak
terduga. Karena belum pernah ada pengeluaran sBkntangan
Anggaran BiaydRAB) selain di Rancangan APBDes, seharusnya ada
penganggaran untuk biaya tak terduga, karena kaga terjadi
ketidaksesuaian jumlah dalam pengelolaan segalgraro desa
sehingga bisa dikatakan bahwa desa bandasari sartgatian disiplin
anggaran sebagaimana yang tertuang dalam keenaggbersgelolaan

keuangan pemerintahan seperti halnya pemerintadsan d

4.1.3 Tahap Penatausahaan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan

Dukuturi Kabupaten Tegal
Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan paemgaiag

khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Pada iptahan Desa
Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, diead desa
wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh trangakg ada pada
desa tersebut baik berupa penerimaan maupun pengeliBendahara
desa harus melakukan pencatatan secara sistermuaksahologis atas

transaksi-transaksi yang terjadi.

Dari hasil analisis penatausahaan keuangan desa pad
pemerintahan desa bandasari, menunjukan adanydakstisuaian
pada tahap penatausahaan PERMENDAGRI Nomor 113nT20i4
Pasal 35 ayat 1 tentang Penatausahaan dilakukaBehelahara Desa,
tetapi didesa bandasari terjadi ketidaksesuianrelikkkan bendahara

desa belum bisa atau belum menguasai segala pemcgsang



seharusnya dilakukan oleh bendahara tetapi dilakaken sekdes. Hal
itu terjadi karna bendahara masih belajar untukhpkapa saja yang

harus dikerjakan oleh bendahara.

4.1.4 Tahap Pelaporan Keuangan Desa Bandasari Kecamatan
Dukuhturi Kabupaten Tegal
Pelaporan Keuangan desa secara teknis telah daodélr

pemerintah dalam PERMENDGARI Nomor 113 Tahun 20&dap
pasal 37 yang menerangkan bahwa kepala desa hanyampaikan
laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bwpékibta berupa
laporan semester pertama dan laporan semester takhin. Pada
pemerintahan Desa Bandasari, dalam menjalankais,tigagsi dan
wewenangnya, kepala desa dibantu oleh selurutaja@emerintahan
desa maupun masyarakat desa. Sehingga pelaporangeeudapat

berjalan dengan lancar.

Dari hasil analisis pelaporan keuangan desa padangahan
desa bandasari, menunjukan adanya ketidaksesuada tahap
pelaporan keuangan desa, pada PERMENDAGRI Nomormah8n
2014 pasal 37 ayat 4, telah mengatur bahwa lapsearester akhir
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurgglngiaikan paling
lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnykarAtetapi pada
pemerintahan Desa Bandasari dalam menyampaikaralagemester
akhir tahun atau semester dua dilaporkan 3 bulaelake tahun

anggaran terselesaikan yaitu pada bulan Maret taérkutnya.
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Dikarenakan pemerintahan Desa Bandasari menjalankanyang
telah menjadi kebijakan dari DISPERMADES setempangy
merencanakan agar laporan semester akhir dilapgo&iamg lambat
bulan maret. Maka dari itu, baik pemerintah pusatipun pemerintah
daerah baik kabupaten/kota dapat menerapkan ampsgrarusnya
diterapkan sesuai dengan peraturan dan perundatzmgan yang
berlaku agar tidak terjadi lagi kasus seperti 8g@hingga pemerintah
desa/kelurahan tidak mengalami kendala atau maslalam

mengimplementasikan peraturan dan undang-undargberaku.

4,.1.5 Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bandasari
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

Pada tahap pertanggungjawaban bendahara wajib onledayp
penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belarga(AeBDes)
kepada Kepala Desa secara rinci dan harus sesugamdetentuan
yang berlaku. Pada Pemerintahan Desa BandasanrdraRealisasi
APBDes dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupatikata melalui
Camat. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangarmuaiksa hanya
dari laporan kepada pemerintah maupun bukti figlkgyadaa atas
segala realisasi program desa, akan tetapi hapsa danformasikan

kepada seluruh lapisan masyarakat desa.

Dari hasil analisis pertanggungjawaban keuangana pad

Pemerintah Desa Bandasari, dapat dijelaskan badivap t



pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerint@lesa
Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal taklaksanakan
tugas-tugas terkait dengan kegiatan pertanggunpmw&euangan
desa dengan baik, dimana masing-masing kegiataksdihakan dapat
dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 11872014
Pasal 38. Dan informasi terkait dengan keuangara dgmpat
tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakatadempgpan

informasi meskipun tidak ada radio komunitas .

Dalam pembahasan diatas terdapat lima tahap anydisg terdiri
dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahafa®sahaan,
Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban di Baslasari
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Masing-mastabap
tersebut mempunyai kriteria yang sesuai atau tgkduai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun2014drangin :

. Tahap Perencanaan terdapat 5 (lima ) point, 4 sBERMENDAGRI No
113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai.

. Tahap Pelaksanaan terdapat 7 (tujuh) point, 6 sEBEERMENDAGRI No
113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai.

. Tahap Penataushaan terdapat 4 (empat) point, 8iseSRMENDAGRI
No 113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai.

. Tahap Pelaporan terdapat 4 (empat) point, 3 sE&€RMENDAGRI No

113 Tahun 2014 dan 1 point tidak sesuai.
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5. Tahap Pertanggungjawaban terdapat 5 (lima ) poMt, sesuai
PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014.

Dapat disimpulkan Pengelolaan Keuangan Desa Bamd&sdapat
tahap-tahap tersebut sudah sesuai dengan PERMENDNRGRL3 Tahun
2014 dengan jumlah seluruh 25 (dua puluh lima) tpéardapat 21 (dua
puluh satu) point sesuai dan 4 (empat) point tekduai , maka dinyatakan
bahwa Desa Bandasari sudha baik karena sudah sesmgan

PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini memperoleh hasil analisis Pengetoléauangan
Desa bahwa Pemerintahan Desa Bandasari Kecamat&ohtDu
Kabupaten Tegal Menggunakan Permendagri No. 1182814 dan
juga undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang ddsagaieacuan
dalam mengatur pemerintahan desa, baik yang mekyamgngan
perangkat desa, masyarakat desa bahkan dalam BABPadal 71
Sampai Pasal 75 yang mengatur tentang keuangamuestapun ada

beberapa faktor penyebab ketidaksesuian didalamnya.

Meskipun pada saat ini Pemerintahan Desa Band&smamatan
Dukuhturi Kabupaten Tegal sudah menggunakan Sidfenmangan
Desa (SISKEUDES) dengan berpedoman pada PERMENDAGRI
113 Tahun 2014 sebagai acuan dan dalam pengelxa@mmgan desa,
dan juga peraturan-peraturan lainnya sebagaimansa dearus
menggunakan peraturan-peraturan yang ada dalamelpéarg desa,

akan tetapi



diharapkan Pemerintahan Desa Bandasari KecamatakuhRuwi

Kabupaten Tegal dapat menerapkannya sesuai dermggatugan yang
berlaku dan sebaik mungkin. Bahkan Pemerintahara Rendasari
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal juga harushgemengikuti

pelatihan maupun bimbingan teknis yang diadakanep@atahan pusat
seperti halnya pemerintahan kecamatan, pemerintatarmpaten dan lain
sebagainnya. Agar nantinya SDM pada pemerintahasa Bandasari
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal lebih memaliamimengetahui

tujuan pentingnya peraturan-peraturan tersebutdlibu

Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan ualafgunrekening
desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggargnidak perlu
dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatama ddisusun
berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desadhbblumnya dengan
perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang atierngumber
pendapatan asli desa, bagian dana perimbangamabak¢uangan dari
pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, hibahsdanbangan pihak

ketiga.

Adapun pendapatan desa tahun 2020 Rp 1.442.46@sa06milyar
empat ratus empat puluh dua ribu juta empat ratamgouluh sembilan
ribu tiga ratus enam ) yang berasal dari sumbeenreaan desa terbagi

dalam 6 (enam) yakni sebagaimana dalam tabel leriku
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Tabel 4.2 Sumber Penerimaan Desa
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Sumber Penerimaan  Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Desa (dalam Rp) (dalam Rp) (dalam Rp)
PAD 4.500.00! 2.500.001 2.500.001

PBH 35.408.85 38.101.68 77.455.45

ADD 410.930.98 426.247.40 433.076.85

DDS 809.349.01 950.207.00 937.748.00

PBF 55.000.00 55.000.00 5.000.00!

PBK 30.000.00 30.000.00 0

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan padmt2020 adalah
Rp 1.442.469.306 (satu milyar empat ratus empathpdua ribu juta
empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratusnengang nantinya
akan diwajibkan dalam Rencana Anggaran BelanjaB)Rfan Rencana
Anggaran Kegiatan ( RAK) yang menjadi dasar APBidsin 2020.
Pada intinya bahwa RKPDes ( Rencana Kerja PembriDtsa ) ini
menggunkana semua potensi pendapatan yang masuledee baik

melalui rekening desa ataupun tidak melalui rekgiesa.

Belanja desa semua pengeluaran dari rekening desq Yy
merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaram tydak akan
diperoleh pembayaran kembali oleh desa belanja desaai dengan
PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014 terdiri atas kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan peteitspembangunan
desa, pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyardkstadan kegiatan

pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak éephdp prinsipnya




penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) harusrnibang antara
pendapatan dengan belanja desa sehingga jumlahatitzaselisih. Pola
pembelanjaan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemeidsh) ini akan
dijadikan acuan dalam penyusunan APBDes sehinggaluyang ada
dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dag y@asuk

APBDes sama.

4.2.1 Analisis Tahap Perencanaan Keuangan Desa Bandasari K ecamatan
Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tabel Analisis Perencanaan Keuangan desa Bandasari
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NO | PERMENDAGRI NO. 113
Tahun 2014 Hasil Penelitian Ket

1. |[Sekterati Desa menyus| Penyusune RAPDe{ Sesue
Rancangan Peraturan Desa Dilaksanakan setelah RKPDes
tentang APBDes berdasarkatahun berjalan disusun
RKPDes tahun berkenaan

2. | Sekretaris De¢ Penyampaic rancangal sesue
menyampaikan Rancangan peraturan desa tent&BpPés
Peraturan Desa tentang disampaikan kepada kegsda |d
APBDes kepada kepala desa.

3. | Rancangan Peraturan D Kepale des: menyampaikg sesue

tentang APBDes RAPBDes kepada BPD untuk
disampaikan oleh Kepala dibahas dan disepakatabex
desa kepada Badan

Permusyawaratan Desa
untuk dibahas dan disepakdti

bersama.
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tentang APBDes yang telah
disepakati bersama
disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Bupati/

Walikota melalui camat atay

sebutan lain paling lambat 3
(tiga) hari sejak disepakati

untuk devaluasi

4. | Rancangan Peraturan D Rancanga peratura des{ Tidak sesu:
tentang APBDes disepakati| disepakati maksimal sar(eharusnyal
bersama paling lambat bulaph  bulan desember rgacan
Oktober tahun berjalan. peraturan

desa tentang
APBDes
dipersiapkan
sebelum
bulan
oktober)

5. | Rancangan Perturan Di Setelah disepakatinya RAPBL | sesue

oleh kepala desa danrB&{a
disampaikarkepada

melalui camat palingbat 3

hari

bupat

Sumber : Data Hasil Olahan 2020

4.2.2 Analisis Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa Bandasari K ecamatan

Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tabel Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa Bandasari

kewenangan desa

rekening kas desa

NO PERMENDAGRI No.
113 Tahun 2014 Hasil Pendlitian Ket
1. | Semua penerimaan ¢ Penerimaa Dar pengeluara | sesue
pengeluaran desa dalam anggaran Untuk pelaksanaan
rangka pelaksanaan kewenangan desa harus mejalui
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dilaksanakan melalui

rekening kas desa.

Semui penerimaa dar

pengeluaran desa  hary

didukung oleh bukti yang

s pengeluaran

Setiagy penerimaa dan

dana haru

\"2J

dibuktikan dengan notauat

Sesuc

lengkap dan sah. kuintansi.
Pemerinta desi dilarang Diluar Pungutar yan¢ telal] sesue
Melakukan  pemungutan ditetapkarperaturan  desa |,

sebagai penerimaan des
selain yang ditetapkan

dalam peraturan desa.

hpemerintah Desa tidak bolel

mengadakan pungutan lainnya

Bendahar dapa
menyimpan uang dalamn
kas desa pada jumlah
tertentu dalam  rangka
kebutuhan operasional

pemerintah desa.

Bendahar desi dapa
menyimpan uang maksimal 2juta
Untuk

operasional desa.

rupiah keperluah

Sesuc

Pengeluare desi yand Sebelum ditetapkannya APBL | sesue
mengakibatkan be merintah Desa tidak dapaft

APBDes tidak dapat menarikdana untuk keperluan

dilakukan sebelum operasional desa maupun lainnya
Rancangan Peraturan Dga

tentang APBDgs

ditetapkan menjadi

Peraturan Desa.

Penggunae biaye tal Karna biaya tak terduga tic | Tidak sesu:

terduga terlebih  dahuly

harus  dibuat
disahkan oleh Kepala

Desa.

Rincijuanggaran Biayatidak
Anggaran Biaya yang telgtrinciannya.

dapat Diprediksi maka
terdapg

dalam (Desa
t bandasari

harus

membuat

rincian biay3
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tak

terdugji
sebagai
cadangan)

Bendahs

wajib

Des:¢ sebage

pungut pajak
penghasilan (PPh) 0

pajak lainnya, wajiby

menyetorkan selur
penerimaan potongandan
pajak yang dipungutny ke
rekening kas negara sesu
dengan ketentua
peraturan perundang

Undangan

ih

ai

Segala transaksi bendahara «
waib memungut potongan untuk

an disetorkan pajak.

Sesuc

Sumb

4.2.3 Analisis Tahap Penatausahaan Keuangan Desa Bandasari K ecamatan

er : Data Hasil Olahan 2(

Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tabel Analisis Penatausahaan Keuangan Desa Bandasar

NO. | PERMENDAGRI No. 113
Tahun 2014 Balai Desa Ket
1. Penatausaha dilakukar Dides: bandasa yand Tidak sesus
oleh bendahara. melakukan penatusahaan (Bendahara d¢sa
dilakukan oleh sekdes bandasari belum
mampu untdk
melaksanakan
tugasnya, yang
alhasil dilakukan
oleh sekdes)
2. Bendahar des: wajibl Setiaj penerimaa  dar| sesue
melakukan pencataan setigp pengeluararbendahara
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penerimaan dan pengeluafanelakukan pencatatan
serta melakukan tutup bukpu tutdpuku akhir bulan
setiapakhir bulan secara | secara tertib.

tertib.

3. | Bendahar des: wajibl Bendahar melaporka| sesue
mempertanggungjawabkan  Pertanggungjawaban
uang melalui laporall keuangan dalam bentuk
pertanggungjawaban dalam kas umum, puku
bentuk kas umum, bukt pembantu pajak dan laip-
pembantu pajak dan buku lain.
bank.

4. | Laporar Kepala des mengetahy sesue
pertanggungjawaban transaksi yang
dilaporkan setiap  bulan dilaksanakan selama

kepada kepala desa dar
paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

bulan berjalan.

Sumber : Data Hasil Olahan 2(

4.2.4 Analisis Tahap Pelaporan Keuangan Desa Bandasari K ecamatan
Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tabel Analisis Pelaporan Keuangan Desa Bandasari

NO. PERMENDAGRI No. 113
Tahun 2014 Balai Desa Ket
1. Kepale Desa menyampaik| Setaip akhir tahun kepala d | sesue
laporanrealisasi pelaksanaan melaporkan realisasi
APBDes kepada pelaksanaan APBDes kepagla
Bupati/Walikota. Bupati.
2. WaktL  pelaporan semeg Pelaporan akhir semester pa | sesue
pertamapaling lambat padg@dambat bulan juli tahtin
akhir bulan juli tahun berjalapberjalan.




a7

3. Laporan semester akhir tahun Laporan akhir semdahun| sesuai
sebagaimana dimakgud dilaporkan  sesuaiealisagi
berupa laporan setelah adarnyeegiatan.
realisasi kegiatan.

4. | Waktu penyampai: laporal Penyampaic laporar didesq Tidak
semester akhirtahun palind lebih dari bulan januari tahun sesuai

lambat akhir bulan januari

berikutnya.

tahun berikutnya.

Sumber : Data Hasil Olahan 2(

4.2.5

Analisis Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bandasari

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

Tabel Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Desdd3ani

NO. | PERMENDAGRI No. 113
Tahun 2014 Balai Desa Ket

1. Kepale Desq Kepale desi menyampaiakd sesue
menyampaikan Laporpn laporan realisasipelaksanaan
Realisasi Pelaksanaan APBDeskepada bupati setigp
APBDes kepada Bupati tahun anggaran.
setiap tahun anggaran.

2. Laporar Realisaq Laporar realisas pelaksanad sesue
Pelaksanaan APBDes APBDes terdiri dari pendapatan
terdiri dari pendapatgn, belanja dan pembiayaan.
belanja dan pembiayaan.

3. Peratura Des: tentan{ Laporar pertanggungjawab{ sesue
Laporan realisasi pelaksanaan APBDes
Pertanggungjawaban dilampiri format laporan kekaya
Realisasi Pelaksanaan desa.

APBDes dilampiri dengan
format Laporah
Pertanggungjawaban
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Realiasi Pelaksanas
APBDes, dan formay
Laporan Kekayan Milik
Desa per 31 Desembeg

=

n.

tahun anggaran berkenag
Laporat Realisasi dg
Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDeq
diinformasikan kepad,
mayarakat secara tertulis
dengan media informas
yang mudah diakses oleh

masyarakat.

Laporar pertanggungjawab
pelaksanaan APBDej

Diinformasikan melalu

di depan Balaidesa Bandasari.

Sesuc

pemasangan banner atau spanduk

Medie informas anatar
lain  papan pengumum
radio komunitas dan med

informasi lainnya.

Media informasi yang terdapat
hn, depan Balaidesa Bandasapd

gpapan pengumuman.

Sesuc

Sumber : Data Hasil Olahan 2(
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukaaka

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Perencanaan keuangan Desa Bandasari KecamatantDulk(dbupaten
Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAG&hd 113
Tahun 2014 pada bagian Rancangan Peraturan desamgARBDes

disepakati bersama paling lambat bulan oktobemtdeujalan.

. Pelaksanaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan tDukCdbupaten

Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAG®&Nhd 113
Tahun 2014 pada bagian biaya tak terduga terledituld harus dibuat

rincian biaya yang disahkan kepala desa.

. Penatausahaan keuangan Desa Bandasari Kecamatamhtiduk

Kabupaten Tegal terdapat ketidaksesuaian denganMERRAGRI
Nomor 113 Tahun 2014 pada bagian penatausahaarndilakgkan oleh

Bendahara.

. Pelaporan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukdtabupaten

Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAG®&Nhd 113
Tahun 2014 pada waktu penyampaian laporan senagtietahun paling

lambat akhir bulan januari berikutnya.

. Pertanggungjawabann keuangan Desa Bandasari Kearalkuhturi

Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan PERMENDA®RIor 113

49
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Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa Bandasaninaéma Dukuhturi
Kabupaten Tegal dari Kepala Desa, Sekretaris DasdBéndahara Desa
telah nelaksanakan tugas-tugas dalam Pengelolasankan Desa dengan
baik meskipun terdapat ketidaksesuian di perencgpeaiaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

5.2 Saran

1.

Perlu adanya pemahaman khusus untuk Sekretaris lDesgenai tata
kelolala keuangan desa agar benar-benar sesuar®RMENDAGRI
Nomor 113 Tahun 2014, sehingga masing-masing patabrdesa paham

dengan tugas pokok dan fungsinya secara persongdun&elompok.

. Perlu adanya pembelajaran untuk bendahara agar mangmguasai

segala aktifitas pengelolaan keuangan yang ada [Resadasari

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

. Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Tegalusglyar memegang

teguh peraturan dan undang-undang yang berlaku dapat

menerapkannya.

. Sebaiknya perlu dilakukan pengarahan bertahap pésherintah Desa

sehingga diharapkan tidak terjadi lagi ketidaksesugada elemen-

elemen tertentu dalam pengelolaan keuangan desa.

. Sebaiknya dilakukan pengevaluasian tentang pedatalnm membuat

laporan keuangan desa serta APBDes yang dilakulen pemerintah

Desa setempat agar tidak terjadi lagi ketidaksesud@lam proses
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Pengelolaan Keuangan desa dengan berpedoman patiagedan

undang-undang yang berlaku.

6. Perlu adanya pematuhan Peraturan Menteri dalamriNggel13 Tahun
2014 serta ketetapan waktu dalam pengelolaan kanatesa.
7. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya juga melakulanalisis dan

menelah jumlah nominal yang terjadi di pemerintamagiesa lainnya
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Wawancar a mengenai Pengelolaan K euangan Desa pada Pemerintahan Desa

Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

1. Perencanaan
a. Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDes?
b. Setelah disusun, Raperdes tersebut kemudian diser&lepada siapa?
c. 1) Raperdes yang telah disepakati bersama diserdegmda siapa?

2) Kapan penyerahan itu
dilakukan? d. Hasil Raperdes :

1) Apa pernah Camat atau Bupati menyatakan hasil Rapdentang APBDes di
desa ini tidak sesuai dengan kepentingan umum daatysan perundang-

undangan?

2) Apakah Bapak/Ibu akan memberhentikan pelaksanaatupan desa yang

dimaksud?
3) Kapan Bapak/ Ibu memberhentikan/mencabut peratleaa yang dimaksud?
2. Pelaksanaan
a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini dildéeaanaelalui rekening siapa?
b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini apaleugkdpi dengan bukti sah?
2) Apakah pemungutan ini ditetapkan dalam peraturaa@e
d. 1) Di desa ini apakah pernah dilakukan penggubésya tak terduga?

2) Biaya tak terduga tersebut digunakan untuk apa?
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3) Apakah dibuatkan RAB nya?
e. 1) Apakah Bapak/lbu memungut pajak penghasilanpadgak lainnya?
2) Apakah disetorkan ke kas negara?
f. 1) Apa pernah dilakukan perubahan peraturan desa?
2) Kenapa dilakukan perubahan peraturan tersebut?

3) Berapa kali dilakukan perubahan dalam sehari?

3. Penatausahaan

a.1) Apakah semua penerimaan/pengeluaran desa didatkukan?
2) Apakah Bapak/lbu melakukan tutup buku setiap abhian?

b. 1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dndesmamggunakan buku apa

saja?
4. Pelaporan
a.Apakah Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawiaban
b. Kapan Bapakl/Ibu membuat laporan pertanggungjawsdraebut?
c. Kapan Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisaskpateaan APBDes
kepada Bupati?

5. Pertanggungjawaban

a. Apakah Bapak/lbu mempertanggungjawabkan realisB8i?es kepada Bupati

setiap akhir tahun anggaran?



b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksah@Bes:

1) Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi petakseAPBDes

diinformasikan kepada masyarakat?

2) Diinformasikan dalam bentuk apa?
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANDASARI TAHUN
ANGGARAN 2020

58

Realisas s.d 31/12/2020

URAIAN

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

LEBIH/(KURANG

)

2

3

4

(Rp)

C

4.1.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.3.6.

4.3.7.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.

5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.

PENDAPATAN

Pendapatan Adi Desa

Pendapatan Transfer

Pendapatan Lain-lain

2.500.000,00

1.442.469.308,00

0,00

0,00

1.398.528.458,00

1.634.340,00

J

2.500.000,00

43.940.850,00

(1.634.340,00)

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

1.444.969.308,00

312.313.804,00

413.589.024,00

311.276.193,00

1.400.162.798,00

309.531.918,00

362.586.945,00

289.977.250,00

44.806.510,00

2.781.886,00

51.002.079,00

21.298.943,00
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5.3.9. L
) Belanja Tidak Terduga 560.567.000,00 540.600.000,00 19.967.000,00
5.4.1.
JUMLAH BELANJA 1.597.746.021,00 1.502.696.113,00 95.049.908,00
ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
- (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SURPLUS/ (DEFISIT) (152.776.713,00) (102.533.315,00) (50.243.398,00)
6. PEMBIAYAAN
& Penerimaan Pembiayaan 157.776.713,00 157.776.713,00 0,00
6.1.1.
) Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00, 0,00 5.000.000,00;
6.2.1.
6'2'2' “““““““““““““““““““““““““““
PEMBIAYAAN NETTO 152.776.713,00 157.776.713,00 (5.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 55.243.398,00 (55.243.398,00)

Bandasari, 17 June 2021

Kades Bandasari

Moh. Syihabudin, S.Ag.



ADD
APBD
APBDes
APBN
ASP
BKM
BPD
BUMDes
DAK

DD
DISPERMADES
KDRT
LKMD
LPPD

MUSRENBANGDES
PAD

PADesa

PDDB

PDRB
PERMENDAGRI
PKK

PPh

RAB

Raperdes

RAK

RKPDes
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DAFTARISTILAH

: Alokasi Dana Desa

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
: Akuntansi Sektor Publik

: Badan Sektor Publik

: Badan Permusyawaratan Desa

: Badan Usaha Milik Desa

: Dana Alokasi Khusus

: Dana Desa

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
: Kekerasan Dalam Rumah Tangga

: Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa

: Laporan Pertaanggungawaban Penyelenggaraan

Pemerintah Desa

: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
: Pendapata Asli Daerah

: Pendapatan Asli Desa

: Produk Domestik Desa Bruto

: Produk Domestik Regional Bruto

: Peraturan Menteri Dalam Negeri

: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
: Pajak Penghasilan

: Rencana Anggaran Biaya

: Rancangan Peraturan Desa

: Rencana Anggaran Kegiatan

: Rencana Kerja Pemerintah Desa



RPJMDes
RT

RW

SDM

SILPA
SISKEUDES
SPP

TA

: Rencana Jangka Menengah Desa
: Rukun Tetangga

: Rukun Warga

: Sumber Daya Manusia

: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
: Sistem Keuangan Desa

. Surat Permintaan Pembayaran

: Tugas Akhir
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